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ADVERTORIAL

Pada hari Rabu Tanggal 18 Pebruari 2015, Presiden Joko Widodo memutuskan tidak melantik
Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, "Mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai i
Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Maka untuk menciptakan .
ketenangan serta memperhatikan kebutuhan kepolisian negara republik Indonesia untuk '
segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif dengan mengusulkan calon Kapuln baru il
vaitu komisaris jenderal polisi Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan -
Perwakilan Rakyat. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Keppres pemberhentian dua
pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Keduanya diberhentikan
sementara karena posisi keduanya yang sudah berstatus tersangka,

Kita tentunya tentunya sangat setuju dengan pengambilan sikap Presiden yang demikian
karena hal ini untuk menjaga kewibawaan hukum dan kesinambungan pembangun yang harus
terus berlanjut dilaksanakan. Sebab Polemik antara hukum dan moral sepertinya tidak pernah
usai. Dari generasi ke generasi “pergulatan” antara hukum dan moral tetap saja akanada,
Apalagi selama ini kita tidak pernah dilatih untuk penyelesaikan masalah hukum dengan
pendekatan nonhukum, sehingga jika kita dihadapkan pada hal yang dilematis, Kesannya
masih kesulitan untuk menemukan solusinya

Dalam negara yang menganut paham negara hukum, segala sesuatu yang hidup dan berk

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus didasarkan atas hukum.
hak, kewajiban-kewajiban serta tata cara memperoleh dan mempertahankannya h:
atas hukum. Hubungan-hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban serta
antar warga negara maupun antara warga negara dan negara serta penyelenggara ne
pula diatur dan tunduk kepada hukum. Hukum mempunyai supremasi. dan semua p
twnduk tanpa kecuali.

Pada tahap pembangunan na.mnal dewasa mn, masalah wibawa hukum
wntmgdalmnkelndupan berbangsa, dﬁn _ 1

!gﬁih mm haik untuk ‘memelihara b
! ' Fnas, TIaipan “““’k_m.... ..
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REFORMULASI HUKUM WARIS TERHADAP ANAK DI LUAR PERNIKAHAN
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KON STITUSI NOMOR 46/PUU-VIT/2010)
Reﬁarmu.’amm. Of Inheritance Law For Extramarital Child
(Analysis Decision Of Mahkamah Konstitusi Number 46/PUU-VIIL2010)

Khairuddin '
~ Dosen Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh
JI. Darussalam, Banda Aceh, Email: khairhanin@gmail.com
Tulisan diterima 2-12-214, Revisi 12-2-2015, Disetujui Ditebitkan 21 Pebruari 2015

In figh, children born outside of marviage or called ‘anak zina' (extramarital child) is not the ,
heir of her biological father, because no nasab relationship with his father. However, the d
extramarital child relationship (nasab) to his mother and his mother's family, so he only <
inherited from the mother or the mother's family. This provision is in accordance with the UU 0
No. 1/1974 Pasal 43 avat (1) and the Kompilast Hukum Istam Pasal 186, Later in the 4
Decision of Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII2010 stipulated that Pasal 43 ayat (1) )
UU No. 1 In 1974, contrary to the UUD 1945, Legal consequences on the Decision of MK iy 3
a child born of the marriage of sirri and even children born out of an illicit relationship It
(adultery), also got the inheritance rights of the biological father. The main problems studied :
are how form inheritance law post-discharge Decision of MK No. 46/PUU-VIL2010. The
results of research is a form of inheritance law formulation for extramarital child that was
wasiat wajibah, because that children do not have a relationship (nasab) with her biological
father, so there not may be acquied with biological children. This corresponds with the MUI
Farwa No. 11 In 2012, The right of inheritance in the form wasiat wajibah for extra =
child may be given with a view model set KHI in Pasal 209, in addition to the rules
to in Pasal 185 KHI ayat (2) relating to the heir replacement parts. Change is the law
inheritance according to Islamic law in accordance with the rules magashid
namely to realize the serious benefits of extramarital child who becomes a victim o
actions of his parents that he does not want it. an ST o
Keywords: Reformulation, Inheritance Law, Extramarital Child o

=
ABSTRACT j
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aturan Pasal 185 KHI ayat (2) yang berkaitan denga
hukum waris mi menurut hukum Islam sesuai
mewujudkan maslahat terhadap anak zina tersebut
tuanya yang dia sendiri tidak menghendakinya.

n bagian ahli waris pengganti. Perubahan

dengan kaidah maqashid syar ‘ivah, yaitu

yang menjadi korban dari perbuatan orang

Kata Kunci: Reformulasi, Hukum Waris, Anak di Luar Pernikahan

PENDAHULUAN

Syanat  Islam  menetapkan aturan
tentang waris-mewarisi dengan ketentuan
yang sangat adil. Di dalamnya ditetapkan
hak kepemilikan terhadap harta bagi setiap
orang, baik laki-laki maupun perempuan
dengan cara yang legal. Al-Qur'an
menjelaskan dan merincikan secara detail
hukum-hukum yang berkaitan dengan hak
kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang
pun. Bagian yang harus diterima semuanya
dijelaskan sesuai kedudukan nasab atau
hubungan semenda terhadap pewaris,
apakah dia sebagai anak, cucu, ayah, ibu,
saudara, kakek, nenek, paman, suami atau
18411,

Al-Qur'an merupakan acuan utama
dalam penentuan pembagian warisan,
sedangkan ketetapan tentang kewarisan
yang diambil dari hadits dan ijma'
merupakan penjelasan tambahan terhadap
apa yang sudah dijelaskan secara rinci
dalam al-Qur an. Dapat dikatakan bahwa,
sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang
mmualashnn smm hukum secara ﬂﬂaﬂ

1. Kekerabatan (yang ada ikatan nasab),
seperti kedua orang tua, anak, saudara,
paman, dan seterusnya.

2. Pernikahan (semenda), yaitu terjadinya
akad nikah secara legal (syar'l) antara
seorang laki-laki dan perempuan,
sekalipun belum atau tidak temjadi
hubungan intim (bersanggama) antar
keduanya. Adapun pernikahan yang
batil atau rusak, tidak bisa menjadi
sebab untuk mendapatkan hak waris.

3. Al-wala, yaitu kekerabatan karena
sebab hukum. Disebut juga wala al-'itgi
dan wala an-ni'mah. Yﬁng‘ Mﬂdi_l

penyebab adalah
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- Golongan laki-laki, terdiri dari;
ayah, anak laki-laki, saudara laki.
laki, pamandankakek

- Golongan perempuan, terdiri dari;
ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dan nenek,

2. Hubungan perkawinan, terdiri dari
duda atau janda.

Pernyataan di atas dapat dipahami
bahwa anak yang lahir di luvar pernikahan
atau disebut anak zina (anak luar
nikah/perkawinan) bukanlah ahli waris
dari pihak ayah biologisnya, karena tidak
ada hubungan nasab dengan ayahnya.
Tetapi anak zina itu dalam pandangan
hukum Islam, hanya dinasabkan kepada
ibunya dan keluarga ibunya, sehingga ia
hanya mendapat warisan dari ibunya atau
pihak keluarga ibunya. Hal ini juga diatur
dalam KHI Pasal 186 KHI vyang
menyatakan “Anak yang lahir di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan
saling  mewaris dengan ibunya dan
keluarganya  dari  pihak  ibunya”.
Ketentuan KHI ini sesuai dengan aturan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat
(1), yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan
di. luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya”.

Putusan Mahkanmh Konstitusi

hukum  mempunyai  hubungan  darah,

termasuk  hubungan perdata dengan N
keluarga ayahnya". _ .
Akibat hukum dari Putusan Mahkamah o

Konstitusi tersebut adalah anak yang lahir
dari perkawinan sirri dan bahkan anak
yang lahir dari hubungan terlarang (zina)
yaitu anak luar mkahfperkawman, juga
mendapat hak waris dari ayah biol .
Hal ini bertentangan dengan ketentuan B
hukum waris Islam yang dipahami selama .
ini. Karena itu, hal ini menarik untuk .
dikaji lebih lanjut, namun fokus R
permasalahan penelitian ini bukan pada '
hak waris anak zina, karena sudah banyak "
vang mengkajinya, melainkan pada .
konstruksi formulasi ilmu waris itu sendiri.
Selama ini figh mawaris menyatakan - VIS
bahwa salah satu sebab mewarisi adalah
karena hubungan darah (nasab) dari -
perkawianan yang sah. Smm:. .
Mahkamah Konstitusi memperluas kepada
hubungan darah secara umum, haikddim
perkawinan yang sah maupun tidak sah,
Berdasarkan permasalahan te '
masalah  pokok  yang diteliti
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-perpindahan harta milik atau harta pusaka.
Jadi ilmu waris adalah ilmu yang
mempelajari tentang proses atau cara
perpmdahan harta pusaka peninggalan
pewaris (mayit) kepada ahli warisnya
(Hasbiyallah, 2007: 1),

Dalam hukum waris Islam, ada tiga
sebab  yang menjadikan  seseorang
mendapatkan hak waris:

1. Kekerabatan (yang ada ikatan

nasab).

2. Pernikahan (semenda).

3. Al-wala, yaitu kekerabatan karena
sebab hukum seseorang berjasa
dalam membebaskan budak (ash-
Shabuni, 1979): 36, dan Fatchur
Rahman, 1994: 113-123).

Di samping itu, dalam hukum waris
Islam dikenal tiga macam katagori ahli
waris, yaitu:

1. Zawil firudh adalah ahli waris yang
telah  ditetapkan oleh  syara’
memperoleh bagian tertentu dalam
pembagian harta warisan,

2. Zawil arham adalah orang-orang
yang mempunyai hubungan
kekerabatan tetapi tidak
mendapatkan hak warisan,
kebanyakannya mereka adalah dan
Jalur garis keturunan perempuan.

3. ﬁshabaﬁ ‘adalah ahli ?ﬁam yang

perempuan.
. Apabila bersama anak ada juga

dan anak perempuan, maka bagian
untuk laki-laki dua kali lipat bagian
anak

SIS

ashhabul furudh lainnya, scperti
suamu atau istri, ayah atau ibu, maka
yang harus diberi terlebih dahulu
adalah ashhabul furudh. Setelah itu
barulah sisa harta peninggalan yang
ada dlbagtkm kcpndn anak. Bagi

m‘ e

sedangkan bagi anak perempuan
satu bagian, ini discbut ashabah bil i
ghain.

. Apabila pewaris hanya

meninggalkan satu anak laki-laki,
maka anak tersebut  mewarisi
seluruh harta peninggalan. Im
disebut  ashabah  bin  nafsi.
Meskipun ayat tidak secara tegas
menyatakan dumhun. namun
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vang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai  anak;  jika orang yang
meninggal tidak mempunyvai anak dan ia
diwarisi oleh ibu-avahnya (saja), maka
ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal  itu  mempunyai  beberapa
saudara,  maka  ibunya  mendapat
seperenam”.  Penggalan  ayat  ini
menunjukkan  hukum-hukum  sebagai
benkut:

a. Ayah dan ibu masing-masing
mendapatkan  seperenam  bagian
apabila yang meninggal mempunyai
keturunan.

b. Apabila pewaris tidak mempunyai
keturunan, maka ibunya mendapat
bagian sepertiga dan harta yang
ditinggalkan. Sedangkan sisanya,
vakni dua per tiga menjadi bagian
ayah. Hal ini dapat dipahami dari
redakss ayat  yang  hanya
menyebutkan bagian ibu, yaitu
sepertiga, sedangkan bagian ayah

tidak disebutkan. Jadi,
pengertiannya, sisanya merupakan
bagian ayah.

¢. Jika selain kedua orang tua, pewaris
‘mempunyai saudara (dua orang atau
lebih), maka ibunya mendapat
seperenam bagian. Sedangkan ayah
mendapatkan lima per enamnya.
Adapun saudara-saudara itu tidaklah
mendapal  bagian harta  warns
dummam aﬂm mh.__m

terhadap harta lebih besar dan lebih
banyak dibandingkan ibu, yang
memang tidak memiliki kewajiban
untuk membiayai kehidupan mereka
(al-Shabuni, 1979: 22-23).

Ketiga, hak waris suami-istri. Firman
Allah (an-Nisa: 12) yang artinya "Dan
bagimu (suami-suami) seperdua dari harta
vang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika
mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-
istrimu itu mempunyai anak, maka kamu
mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat
vang mereka buat atawdan sesudah
dibayar hutangnya. Para istri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan
Jika kamu tidak mempunyai anak. Jika
kamu mempunyai anak, maka para istri
memperoleh seperdelapan dari harta yang
kamu tinggalkan . Penggalan ayat

tersebut menjelaskan tentang hukum waris
bagi suami atau istri masing-masing

mempunyai dua cara pembagian.

Bagian suami:

a. Apabila seorang istri mmggnl »dan
tidak mampunw anak (keturu

maka suami mendapat bngnm eps
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lebth  dari  seorang, maka mereka
bersekutu dalam yang sepertiga itu", Yang
4 dimaksud saudara dalam penggalan ayat
i adalah saudara laki-laki atau saudara
perempuan seibu lain ayah, Jadi, tidak
NI mencakup saudara kandung dan tidak pula
3 saudara laki-laki atau saudara perempuan
] seayah lain ibu. Pengertian inilah yang
disepakati oleh ulama.
. Adapun yang dijadikan dalil oleh
3 ulama ialah bahwa Allah SWT telah
menjelaskan -dalam firman-Nya- tentang
hak waris saudara dari pewaris sebanyak
T dua kali. Yang pertama dalam ayat ini, dan
yang kedua pada akhir surat an-Nisa' ayat
176. Dalam surah an-Nisa:12, bagi satu
saudara mendapat seperenam bagian,
sedangkan bila jumlah saudaranya banyak,
maka mendapatkan sepertiga dari harta
g peninggalan dan dibagi secara rata.
| Sementara itu, dalam surat an-Nisa" 176
menjelaskan bahwa saudara perempuan,
Jika sendirian, mendapat separuh harta
psmnggalan, sedangkan bila dua atau lebih
1a mendapat bagian dua per tiga. Oleh
karenanya, pngeﬂ:mn istilah  saudara
dalam ayat ini harus dibedakan dengan
pengertian saudara yang terdapat dalam
m an-Nisa'; 12 untuk meniadakan
antara dua ayal. Sementara

L mt. m mdar& kandung atau .sfaudar,a

ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an,
Sunnah, dan ijma'".

b. Ashabah nasabivah. Setelah ashhabul
Surudh, barulah ashabah nasabiyah
menerima bagian. Ashabah nasabiyah
yaitu setiap kerabat (nasab) pewaris
yang menerima sisa harta warisan yang
telah dibagikan. Bahkan, jika ternyata
tidak ada ahli waris lainnya, ia berhak
mengambil seluruh harta peninggalan.
Misalnya anak laki-laki pewaris, cucu
dari anak laki-laki pewaris, saudara
kandung pewaris, paman kandung, dan
seterusnya.

¢. Radd, yaitu penambahan bagi ashhabul
furudh  sesuai  bagian  (kecuali
suami/istri). Apabila harta warisan
yang telah dibagikan kepada semua ahli
warisnya masih juga tersisa, maka
hendaknya diberikan kepada ashhabul
Jurudh masing-masing sesuai dengan
bagian yang telah ditentukan. Aﬁa;xm
suami atau istri tidak berhak menerima
tambahan bagian dari sisa harta m
ada. Sebab hak waris bagi suami atau
istri  disebabkan ndm:ya ikatan

karena nasab lchlh utama mendapatkar
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Keturunan pihak ibu saja (Basyir, 2002:

122).

Adapun masalah kewarisan yang diatur
dalam KHI, yaitu Pasal 173 KHI tentang
hal-hal  yang menjadi  penyebab
terhalangnya menjadi ahli waris apabila
dengan putusan hakim:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau
mencoba membunuh atau menganiaya
berat pada pewaris.

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah
mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu
kejahatan yang diancam hukuman 5
tahun penjara atau hukuman yang
lebih berat.

Selanjutnya dalam Pasal 174 KHI ayat
(1), diatur tentang pembagian ahli waris
yang terdiri dari dua golongan, yaitu:

1. Berdasarkan hubungan darah. terdiri
dar dua golongan;

a. golongan laki-laki: ayah, anak laki-
laki, saudara laki-laki, paman, dan
kakek.

b. golongan perempuan: ibu, anak
perempuan, saudara perempuan dan

_ nenek.

2. Berdasarkan hubungan perkawinan

terdiri dari duda dan janda.

Adapun Pasal 174 ayat (2) berbunyi;

-'.Mﬂaamahhwamadz,makayang

mendapat separoh bagian, bila dua orang
atau lebih mereka bersama-sama mendapat
dua pertiga bagian, dan apabila anak
perempuan bersama-sama dengan anak
laki-laki, maka bagian anak laki-laki
adalah dua berbanding satu dengan anak
perempuan. Dalam  ketentuan pasal
tersebut tidak diatur tentang hak warisan
anak yang lahir di luar perkawinan. Anak
yang dimaksud di sini adalah anak sah
vang lahir dalam ikatan perkawinan.
Namun menyangkut dengan anak yang
lahir di luar perkawinan, diatur secara
khusus dalam Pasal 186, yang berbunyi,
anak yang lahir di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan saling mewaris
dengan ibunya dan keluarga dari pihak
ibunya.

C. Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIL/2010
Putusan ini merupakan putusan dalam

- hal mengadili perkara konstitusi dalam

perkara permohonan Pengujian UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap
UUD 1945, yang diajukan oleh Hj. Amﬁﬂi
Mochtar alias Machica binti H. Moch

Ibrahim dan anaknya Muhammad Iqbal

Ramadhan bin Moerdiono.
Gamba.ran rmgkas putusan
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Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain,
maka dimohonkan Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Dalam amar putusan dinyatakan
bahwa:

1. Mengabulkan  permohonan  para
Pemohon untuk sebagian;

2 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1,  Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) yang
menyatakan, “Anak vang dilahirkan di

) luar  perkawinan hanva  mempunyai

hubungan perdata dengan ibunva dan
keluarga tbunva”, bertentangan dengan
Undang-Undang  Dasar  Negara

: Republik  Indonesia  Takun 1945
. sepanjang  dimaknai  menghilangkan
hubungan perdata  dengan laki-laki
vang dapat dibuktikan berdasarkan
ilmu  pengetahuan  dan  teknologi
‘dan/atau alat bukti lain menurut hukum
ternyata mempunyai  hubungan darah
‘sebagal ayahnya;

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  (Lembaran  Negara

‘Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

. Tambahan Lembaran Negara

' lndmmm ﬁamar 3&19} yaug

menurut hukum mempunyai hubungan
darah, termasuk  hubungan  perdata
dengan keluarga avahnya "

4. Menolak permohonan para Pemohon
untuk selain dan selebihnya;

5. Memenntahkan untuk memuat putusan
i dalam  Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya,

D. Konsekuensi Hukum Dari Putusan

Mahkamah  Konstitusi  Nomor

46/PUU-VIN/2010  Terhadap Hak

Waris Anak Di Luar Nikah |

Menurut KHI sebagaimana ketentuan
dalam figh klasik, anak luar nikah !
termasuk anak zina hanya menerima hak
waris terbatas  atas  hubungan  saling
mewarisi dengan ibunya. Hal ini sesuai
dengan Pasal 186 KHI yang menyatakan
anak yang lahir di luar perkawinan hm.
mempunyai hubungan saling mewaris
dengan ibunya dan keluarganya dari pihak
ibunya,  Ketentuan Undaagulmf
Perkawinan (UUP) dan KHI memiliki
kesamaan dalam menetapkan keduc
dan hak anak luar nikah atau ha
hasil perkawinan tidak sah.
(1) UUP melegitimasi ked
bardasm:m m S
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, hanva mempunyai  hubungan perdata
. dengan ibunya dan keluarga ibunya”,
~ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,
| sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak
~ vang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyvai  hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan
laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
i dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
\ dan tekmologi dan/atau alat bukti lain
s menurut  hukum mempunyai  hubungan
darah,  termasuk  hubungan perdata
dengan keluarga ayahnya®,

Para ulama sepakat tentang nasab anak
terhadap ibunya terjadi karena kehamilan
yang disebabkan adanya hubungan seksual
dengan seorang laki-laki, baik dalam
ikatan akad nikah atau pun melalui
perzinaan. Tetapi mereka berbeda dalam
penetapan nasab anak terhadap ayahnya.
Jika seorang anak itu lahir dari perkawinan
sa]:, maka anmak 1tu dinasabkan kepada
ayahnya. Tetapi jika anak itu terlahir di
luar pmkamnan sah, maka para ulama
besrheda pendapat terhadap nasab anak
ersebut, apakah dapat atau tidak
~ dinasabkan kepada ayahnya. Wahbah al-
" ﬁ:ﬁgﬂ; mengatakan  bahwa sebab
""" ' -dalmn penetapan nasab seorang

ad "_):a hxsa tm;ladl dalam

----------

perbuatan zina, melainkan karena terjadi

kesalahdugaan, Karena itu, anak yang lahir

dari senggama syubhat tersebut tetap

dinasabkan  kepada  laki-laki  yang

menghamili ibunya tersebut (al-Zuhaili,

1985: 681-688). Oleh karena itu,

ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU

Perkawinan No. | Tahun 1974 dan Pasal

100 KHI yang menyatakan “anak yang

dilahivkan di luar perkawinan hanya

mempunyai  hubungan perdata  dengan -

ibunya dan keluarga ibunya™ telah sejalan |

dengan teori figh yang bersifat universal. =
Dalam Putusan MK No. 46/PUU- 3

VIIV2010  disebutkan dalil  pemohon 4

terkait dengan persoalan tentang hukum o

nasab yang tercermin dalam pasal-pasal

UU  Perkawinan beserta  peraturan

organiknya timbul disebabkan ketentuan

tersebut  bertentangan dengan norma
konstitusi dasar negara Indonesia, yaitu

UUD 1945. Pada Pasal 28 B UUD 1945

dinyatakan bahwa:

(1) setiap orang berhak
keluarga dan melanjutkan
melalui perkawinan yang sah. .

(2) setiap anak berhak atas
hidup, tumbuh dan :

berhak alas P
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pasal tersebut adalah memberi legalitas
hukum hubungan darah antara anak
dengan ayah  biologisnya, memberi
perlindungan hukum atas hak-hak dasar
anak, memberi perlakuan  yang adil
terhadap setiap anak, menegaskan adanya
hubungan perdata setiap anak dengan ayah
biologisnya  dan  keluarga ayahnya,
mencgaskan  adanya kewajiban ayah
biologis, melindungi hak waris anak,
menjamin masa depan dan hak-hak anak
sebagaimana anak-anak pada umumnya,
menegaskan bahwa setiap laki-laki harus
bertanggungjawab atas tindakannya dan
akibat yang timbul karena perbuatannya.
Oleh karena itu, yang dimaksud hak
perdata anak dalam Putusan MK No.
46/PUU-VIII2010 sebagaimana
dijelaskan di atas yang menyatakan, anak
yang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan
laki-laki  sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan tcknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan
mm:asukhubmm perdata dengan
- keluarga ayahnya. Hubungan perdata
- dalam putusan tersebut tentu mengarah
- m satu hak yaitu hak wms- Sebab

tersebut, juga memiliki hak yang sama
sebagaimana hak waris, '
Persoalan utama yang melandasi
Putusan MK yang merombak ketentuan i
Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 |
pada dasarnya adalah tidak tepat dan tidak |
adil jika hukum membebaskan laki-laki
yang melakukan hubungan seksual yang i
menyebabkan terjadinya kehamilan dan )
kelahiran anak tersebut dari
tanggungjawabnya sebagai seorang ayah
dan bersamaan dengan itu hukum
meniadakan hak-hak anak terhadap laki-
laki tersebut sebagai  ayahnya. '
Permasalahan ini seolah-olah menjadi )
alasan yang mendasar bahwa smanglala—
laki yang menghamili seorang per :
yang kemudian melahirkan anak, i
ketentuan Pasal 43 ayat (1) temsebm nkan’i?
melepaskan tanggungjawabny : ol
ayah biologisnya, Dengan mikian
setelah ketentuan pasal ta:sebut r.Ii view
oleh MK, ayah biolagis tersebut dipaksa
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berbasis teknologi DNA. Pengakomodiran
prinsip-prinsip perkembangan keilmuan
dalam teknologi genetika, merupakan
bukti bahwa penemuan hukum yang
lakukan oleh MK merupakan transformasi
dan semangat dari penggalian hukum yang
mendasarkan  keadilan dan kebenaran
substantif (pengakuan hukum secara de
facto) di atas kebenaran prosedural
' (pengakuan hukum secara de jure). Hal ini
terlihat bagaimana para hakim MK
menjadikan DNA sebagai ratio legis,
sehingga  “hubungan  perdata” dan
polarisasi hak anak dan kewajiban laki-
laki (ayah) biologis, menimbulkan hak-hak
perdata, baik materiil seperti hak nafkah
dan waris, maupun hak-hak immaterial
seperti perwalian, baik dalam perkawinan
atau harta benda anak dan hak hadhanah
(ai#uem)

Putusan MK tidak membatasi bahwa
;#gwkuan anak luar nikah dalam hukum
hanya terhadap anak-anak yang dilahirkan
dm perkawinan yang sah, namun tidak
dilakukan pencatatan berdasarkan Pasal 2
w (2) UU Perkawinan (anak perkawinan

uri). Putusan MK tersebut juga bisa
] 'ﬂaaarbaglanakluarmkahdalam

undang-undang untuk menikah. (3) Anak
luar kawin adalah anak yang lahir atau
dibenihkan di luar perkawinan
(Prawirohamidjojo, 2000: 33).
Sebagaimana telah dibahas di atas
bahwa dalam perspektif kepentingan si
anak, tidak ada perbedaan secara alamiah
antara anak yang lahir karena perkawinan
sirri dengan anak yang lahir dant hubungan
perzinahan, yaitu sama-sama tidak pernah
meminta untuk dilahirkan ke dunia,
apalagi untuk dilahirkan dari  suatu
hubungan orang tuanya yang tidak sah.
Suatu contoh yang ekstrim adalah, jika
seorang anak lahir dari  akibat
pemerknsnan maka sangat tidak adil jika
si ibu dengan anaknya mendapatkan
stigma dan status yang lemah dlhadapan
hukum, bahkan justru hukum cenderung
melindungi pihak laki-laki yang jelas tﬁiﬂh'
melakukan perbuatan jahat dan temel&
dengan melakukan pemerkosaan yang
mengakibatkan lahirnya seorang anak.
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2. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak
pidana yang bentuk dan kadarnya telah
ditetapkan oleh nash.

3. T zir adalah jenis hukuman atas tindak
pidana yang bentuk dan kadarnya
diserahkan kepada wlil amri (pihak
yang berwenang menetapkan
hukuman).

4. Wasiat wajibah adalah kebijakan wlil
amri (penguasa) yang mengharuskan
laki-laki yang mengakibatkan lahirnya
anak zina untuk berwasiat memberikan
harta kepada anak  hasil zina
sepeninggalnya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempuuyaz
hubungan nasab, wali nikah, waris,
dan nafaqah dengan lelaki yang
menyebabkan kelahirannya.

2. Anak hasil zina hanya mempunyai
lmbungan nasab, waris, dan nafaqah

gan ibunya dan keluarga ibunya.

3 Anak hasil zina tidak menanggung dosa

perzinaan yang dilakukan oleh orang

mumgahbatkm kelahirannya

. Pezina dikenakan ‘hukuman hadd oleh

orang yang belum melakukan
menjadi takut untuk melakukannya);
b. memasukkan zina sebagai delik
umum, bukan delik aduan karena
zina merupakan kejahatan yang
menodai martabat luhur manusia.

2. Pemeriniah wajib mencegah terjadinya

perzinaan disertai dengan penegakan
hukum yang keras dan tegas.

3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil

zina dan  mencegah terjadinya
penelantaran, terutama dengan
memberikan hukuman kepada laki-laki
yang menyebabkan kelahirannya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Pemerintah diminta untuk memberikan

5

kemudahan layanan akte kelahiran
kepada anak hasil zina, tetapi tidak
menasabkannya kepada lelaki yang
menngakibatkan kelahirannya.
Pemerintah ~ wajib mmgedukasl
masyarakat 1
mendiskriminasi
dengan B
sehaga:manaamkyanglam Penﬁaiwn
nasah anak hasil zma k@a.da
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